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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/PMK.02/2010
TENTANG
PERSYARATAN DAN BESARNYA TABUNGAN HARI TUA DAN

ASURANSI KEMATIAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya, hak
keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan hak
keuangan/administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, telah dipungut iuran Tabungan Hari
Tua dari penghasilan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah setiap bulan;
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Mengingat

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besarnya
Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggl Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3182) jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok
Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota
Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota
Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asurans Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang

Pengalihan Bentuk Perusashaan Umum Tabungan dan
Asurans Pegawa Negeri menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Ggji
Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan
Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak
Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Beserta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);
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